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ABSTRAK

Nama: Yufita Mustikawangi. NIM: 151300882, JudulSkripsi: Implementasi
Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dalam Satu Transaksi Menurut Hukum
Islam (Studi di Bank Syariah Mandiri Pandeglang).

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang usahanya memberikan
pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta syariah dikembangkan
atas dasar tidak adanya suatu pemisahan antara permasalahan dunia dengan masalah
agama. Dasar tersebut tidak hanya mencakup ibadah melainkan juga meliputi transaksi
bisnis yang harus sesuai yang diterapkan oleh ajaran Islam, khususnya yang menyangkut
tata cara bermuamalah agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari syariat. Salah satu
produk Bank Syariah yang berdasarkan jual beli dan banyak dimanfaatkan di Bank
Syariah ialah murabahah, skema pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara pihak
nasabah memesan pembelian barang kepada bank, lalu bank akan membeli barang atas
pesanan nasabah dari pihak ketiga untuk kemudian bank menjualnya kembali kepada
nasabah dengan margin keuntungan tertentu bagi bank.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan
murabahah di Bank Syariah Mandiri Pandeglang? 2.Bagaimana analisis pembiayaan
murabahah dengan wakalah dalam satu transaksi menurut hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan murabahah di Bank
Syariah Mandiri Pandeglang, dan menganalisis pembiayaan murabahah dengan wakalah
dalam satu transaksi menurut hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif
yaitu metode penelitian yang ditentukan dilapangan, teknik yang digunakan oleh penulis
dalam pengumpulan data yaitu: data pustaka, interview/wawancara dan dokumentasi.
Analisis data yang digunakan adalah dengan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Pembiayaan murabahah
yang dikembangkan di Bank Syariah Mandiri Pandeglang merupakan sebuah inovasi
produk di perbankan syariah yang dapat meningkatkan variasi produk bank syariah
terhadap layanan yang diberikan untuk nasabah. Kegiatan usaha perbankan syariah dalam
melakukan penyaluran dana kepada nasabah melalui prinsip jual beli (bai’) yang
didasarkan pada akad antara lain murabahah. Apabila transaksi bai’ al-murabahah
dilakukan maka terjadi peralihan atau perpindahan kepemilikan hak atas suatu barang
atau benda dari bank (selanjutnya disebut bai’) kepada nasabah (selanjutnya disebut
musytari). 2. Akad pembiayaan murabahah dengan kuasa membeli dibenarkan secara
syariah. Keduanya terjadi pada waktu yang terpisah, sebagaimana akad murabahah terjadi
setelah akad pemberian kuasa selesai.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidup sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia
selalu membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidupnya, maka manusia senantiasa terlibat dalam suatu akad atau
hubungan muamalah. Salah satu praktik muamalah yang dewasa ini
sering dilakukan adalah jual beli. Sebagai umat Islam sudah sewajarnya
menjalankan praktik muamalah tidak hanya menggunakan rasio akal,
namun tetap memegang teguh ajaran Al-qur’an dan hadist.

Syariat Islam membahas mengenai hukum-hukum yang
berkaitan tentang perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua
macam hal, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah.Hukum ibadah
mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan hukum
muamalah mengatur tentang hubungan manusia antara yang satu
dengan yang lainnya, seperti halnya jual beli.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama
dalam figih muamalah islamiyah terbilang sangat banyak. Jumlahnya
bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sesungguhnya demikian, dari
sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak
dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja
dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu ba’i al-murabahah, ba’i

as-salam, dan ba’i al-istishna.t

"Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Depok:
Gema Insani, 2015). Hal 101.



Istilah akad terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 dinyatakan
dalam Pasal 1 angka 13; akad adalah kesepakatan tertulis antara bank
syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
Menurut kamus hukum, arti kata akad adalah perjanjian. Ditinjau dari
hukum Islam perjanjian yang sering disebut dengan akad merupakan
suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih
berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan kata lain, akad adalah
perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara’, yang
menetapkan persetujuan kedua belah pihak.Masing-masing pihak
haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka
perjanjikan dalam suatu akad. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum
dalam Al-qur’an Surat Al-Maidah ayat (1).

%8 L b gl

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu kepada
Allah dan dengan sesamamu?

Dewasa ini lembaga keuangan berlabel syariah berkembang
dalam skala besar dengan menawarkan produk-produknya yang
beraneka ragam dengan istilah-istilah berbahasa Arab. Banyak
masyarakat yang masih bingung dengan istilah-istilah tersebut dan
masih ragu apakah benar semua produk tersebut adalah benar-benar
jauh dari pelanggaran syariat Islam ataukah hanya rekayasa semata.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang

usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas

2 Fadhil Abdurrahman Bafadhal, dkk. Al-Qur’an dan Terjemahannya
(Bandung: Diponegoro,2013).Hal 106.



pembayaran serta syariah dikembangkan atas dasar tidak adanya suatu
pemisahan antara permasalahan dunia dengan masalah agama. Dasar
tersebut tidak hanya mencakup ibadah melainkan juga meliputi
transaksi bisnis yang harus sesuai yang diterapkan oleh ajaran Islam,
Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah agar dalam
praktiknya tidak menyimpang dari syariat.

Salah satu skim figih yang paling popular digunakan oleh
perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi ini lazim
dilakukan Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Secara sederhana
murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut
ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli
barang kemudian menjual kembali dengan keuntungan tertentu .2

Jual beli spesifik yang diperuntukkan bagi skema pembayaran
ditangguhkan biasa disebut dengan Ba’i Bithaman ‘Ajil atau disingkat
dengan BBA. Transaksi murabahah, kendati memiliki fleksibilitas
dalam hal waktu pembayaran, dalam praktik perbankan di Indonesia
adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah
barang diterima oleh pembeli (nasabah). Praktik yang paling banyak
digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah
menerima barang. Adapun praktik dengan pembayaran sekaligus
setelah ditangguhkan beberapa lama, diterapkan secara selektif pada
nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan
musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha pemasok barang dengan

pembeli yang membayar secara periodik.

*Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2016), Hal. 113.



Pembolehan penggunaan murabahah didasarkan pada Al-qur’an
Surat Al-Bagarah ayat 275:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba” (OS Al-Bagarah (275):2).*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual
sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan
penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada
pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murobahah tidak
harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga
dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan
mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan
membayar sekaligus dikemudian hari.

Skema pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara pihak
nasabah memesan pembelian barang kepada bank, lalu bank akan
membeli barang atas pesanan nasabah dari pihak supplier untuk
kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin
keuntungan tertentu bagi bank. Dalam praktik, bank syariah
memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang
yang diinginkan oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut, bank tidak
secara langsung berhubungan dengan pihak supplier karena sudah
diwakili oleh nasabah. Praktik seperti ini tidak lepas dari kritik, karena
penerapan wakalah dianggap tidak ada bedanya dengan pembiayaan

konvensional, karena bank hanya sekedar memberikan uang kepada

*Fadhil Abdurrahman Bafadhal,dkk Al-Qur’an dan Terjemahannya.... Hal
47.



nasabah bukan memberikan barang sebagaimana yang dipesan oleh
nasabah.

Dari beberapa pernyataan dan fenomena tersebut penulis
tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan pembiayaan
murabahah yang dimana adanya penyertaan akad wakalah di dalamnya
dalam satu transaksi. Maka penulis akan melakukan penelitian skripsi
yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
DENGAN WAKALAH DALAM SATU TRANSAKSI MENURUT
HUKUM ISLAM”.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan murabahah di Bank Mandiri Syariah
Pandeglang?
2. Bagaimana analisis pembiayaan murabahah dengan wakalah

dalam satu transaksi?

C. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun
memfokuskan masalah yaitu: Adanya pembiayaan murabahah dengan

wakalah dalam satu transaksi.

D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan murabahah di Bank Mandiri
Syariah Pandeglang.
2. Untuk mengetahui analisis pembiayaan murabahah dengan

wakalah dalam satu transaksi.



E. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh
dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:
1. Bagi Penulis
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu
pembelajaran untuk menganalisis bagaimana pandangan syariat Islam
tentang pembiayaan murabahah dan bagaimana praktik dari skema di
atas.
2. Bagi Pembaca
Sebagai informasi untuk mengetahui bahwa skema pembiayaan
murabahah dengan wakalah dalam satu transaksi itu menjadi Kritik
karena pembiayaan murabahah ini tidak ada bedanya dengan
pembiayaan konvensional.
3. Bagi Lembaga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Hasil ini dijadikan sebuah kajian ilmu pengetahuan guna
pengembangan bagi dunia hukum dan dapat mendapat khazanah serta

dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. “Akad pembiayaan murabahah dengan wakalah dalam sengeta
ekonomi” (Study putusan No. 2400/PDT.G/2013/PA JS)
disusun oleh Masrudin Yusfi Albayani, 2017, jurusan Hukum
Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang. Skripsi ini menjelaskan duduk perkara serta
pertimbangan hakim dalam putusan No. 2400/Pdt.G.2013/PA JS
tentang pembiayaan murabahah dengan wakalah.



2. Implementasi pembiayaan murabahah bil wakalah sebagai
upaya untuk meningkatkan ekonomi peternak” (Study BMT
AL-HIJRAH KAN JABUNG) disusun oleh Sholihatin Khofsah,
2017, jurusan ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menjelaskan
tentang praktik jual beli dengan akad murabahah bil wakalah
terhadap peternak sapi di BMT al-hijrah KAN jubang, serta
mengetahui dampak yang dirasakan peternak sapi dalam
menggunakan akad murabahah bil wakalah.

3. “Analisis penerapan wakalah pada pembiayaan murabahah”
(Study di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA)
disusun oleh Yakis Munir, 2018, jurusan hukum ekonomi
syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini

menjelaskan menganalisis penerapan wakalah pada murabahah.

G. Kerangka Pemikiran

Fitrah manusia adalah untuk memenuhui kebutuhan hidupnya
baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Hal ini mendorong manusia
untuk senantiasa berupaya memperoleh segala sesuatu yang menjadi
kebutuhannya.

Perbankan konvensional sebagai pemain lama telah
menawarkan berbagai produk unggulan perbankan, diantaranya kredit
kepemilikan baik rumah, kendaraan bermotor atau yang lainnya. Oleh
karena itu, dalam hal untuk melengkapi produk unggulannya dan juga
untuk dapat mengakomodasi keinginan dari para nasabahnya untuk
dapat memiliki rumah, kendaraan bermotor atau yang lainnya, maka

bank syariah menggunakan skim ba’i al-murabahah. Murabahah



berasal dari kata ribhu (keuntungan), yaitu prinsip ba’i (jual beli),
dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambahnilai
keuntungan (ribhun).

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.
Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang
kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah
tertentu.

Para ahli hukum Islam mendefinisikan ba’i al-murabahah
sebagai berikut:

1. ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan ba’i al-murabahah
sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta
keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

2. Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual beli dengan harga
pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.

3. Ibn Rusyd- filosofi dan ahli  hukum-Maliki,
mendefinisikannya sebagai jual-beli dimana penjual
menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang
dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada
pembeli.

4. Ibn Qudamah-ahli hukum Hambali-mengatakan bahwa arti
jual beli murabahah adalah jual, beli dengan harga pokok
ditambah margin keuntungan.

Dengan kata lain jual-beli murabahah adalah suatu bentuk jual

beli dimana penjual memberitahu kepada pembeli tetang harga pokok
(modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok

tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual



sesuai dengan kesepakatan. Tentang keuntungan yang disepakati,
penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang
dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya
tersebut.

Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang
yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari
pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga
yang ditambah keuntungan atau mark-up. Dengan kata lain, penjualan
barang kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit. ®
Landasan Hukum

Al-qur’an:
c>C ) 2o L) 6,45/;/
@\l 5555 sl T 205

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “(QS.
Al-Bagarah (2):275)°
Al-Hadist:

&/T

st ) & @ﬂu«,&u%wv@jwmyﬁmu

(et 5 lo o olgy) mll Y 2l B 7 Dalsg  A5a20g
Dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,” Tiga

hal yang di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh,
mugharadah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung

untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. lbnu Majah dari
Shuhaib).’

> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi ke 4 cetakan
kedua, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), Hal 71-73.

SFadhil Abdurrahman Bafadhal, dkk. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Hal47.

"Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibnu Majah, Ensiklopedia
Hadist 8 Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Almahira 2013). Hal 407.



Dalam Fatwa DSN MUI No 04/1V/2000 tentang murabahah
Pasal 1 ayat (9):” Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus
dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.® Dengan
kata lain bahwa pemberian kuasa membeli (wakalah) dari bank kepada
nasabah atau pihak ketiga harus dilakukan sebelum akad pembiayaan
murabahah terjadi, atau akad pembiayaan murabahah terjadi setelah
selesai dilaksanakannya akad kuasa membeli.

Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat
transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh
ataupun dicicil. Pada murabahah, untuk terbentuknya akad pembiayaan
multiguna di dalam Islam, haruslah memenuhi rukun-rukun dan syarat-
syarat murabahah.’

Menurut mayoritas (jJumhur) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang
membentuk akad murabahah ada empat:

1. Adanya penjual (bai);
2. Adanya pembeli (musytari);

Dalam transaksi murabahah terdiri atas pembeli (yaitu nasabah

yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu bank syariah).

Dalam figih muamalah, nasabah disyaratkan memiliki

kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang

optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya.

Adapun transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan

izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan jual beli, DSN

® Fatwa DSN-MUI No. 04 DSN-MUI/IV/2000
% Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) Hal 122.
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membolehkan bank meminta nasabah untuk membayar uang
muka (urbun) saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan. Kebijakan meminta uang muka diterapkan secara
ketat pada transaksi murabahah yang pembelian asetnya
dilakukan oleh bank. Pada umumnya, nilai uang muka yang
diterapkan adalah 30% dari harga perolehan. Penerapan uang
muka pada dasarnya adalah untuk menguji kemampuan
finansial nasabah pada saat transaksi murabahah diadakan. Pada
segmen nasabah tertentu yang memiliki risiko rendah (misal
pegawai pemerintah atau pegawai dari institusi yang dianggap
mapan secara finansial), beberapa bank tidak menerapkan
ketentuan uang muka secara ketat. Adanya uang muka juga
dimaksudkan untuk mengantisipasi kerugian bank akibat
pembatalan nasabah membeli barang yang sudah dipesan dan
diperoleh bank. Sekiranya terdapat kerugian bank akibat
pembatalan pembelian, bank dapat mengurangi uang muka
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank. Adapun jika uang
muka tidak mencukupi untuk menutupi kerugian bank, DSN
membolehkan bank meminta sisa kerugiannya kepada nasabah.
. Objek atau barang (mabi”);

Terkait dengan barang, fatwa DSN Nomor 4 menyatakan bahwa
dalam jual beli murabahah, barang yang diperjualbelikan
bukanlah barang yang diharamkan oleh syariat islam. DSN
mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah
atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal
yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya
jika pembelian dilakukan secara utang.

11



Menurut fatwa DSN, bank harus memiliki terlebih dahulu aset
yang akan dijualnya kepada nasabah. Pemilikan barang dapat
dilakukan sebelum adanya pesanan maupun setelah pesanan.
Pemilikan barang oleh bank sebelum adanya pesanan disebut
dengan murabahah tanpa pesanan, sedangkan pemilikan barang
oleh bank setelah adanya pesanan dinamakan dengan
murabahah dengan pesanan. Dalam teori, murabahah dengan
pesanan terbagi atas dua, yaitu yang bersifat mengikat dan
bersifat tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang
dipesan. Dalam praktik perbankan, umumnya barang yang
dipesan nasabah bersifat mengikat untuk dibeli nasabah.
Contoh: si Fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan
tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil
pesanannya oleh dealer mobil. Transaksi murabahah melalui
pesanan ini adalah sah dalam figih islam, antara lain dikatakan
oleh Imam Muhammad ibnu-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi’i,
dan Imam jafar Al-Shiddig.Dalam murabahah melalui pesanan
ini, si penjual boleh meminta pembayaran Hamish ghadiyah,
yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekedar untuk
menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si
penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di
mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya,
Hamish ghadiyah ini dapat digunakan untuk menutup kerugian
si delaer mobil. Bila jumlah Hamish ghadiyah-nya lebih kecil
dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si
penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya bila
berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu. Dalam

12



murabahah, berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat,
pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya.™

Dengan pertimbangan kepraktisan dan menghindari kesalahan
spesifikasi yang dinginkan nasabah, DSN membolehkan bank
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak
ketiga atas nama bank. Hal ini diperbolehkan dengan catatan
akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara
prinsip menjadi milik bank. Transaksi mewakilkan pembelian
barang kepada nasabah biasanya didasarkan atas akad wakalah.
Dalam hal ini, aspek syariah yang harus diperhatikan adalah
pembelian tersebut adalah atas nama bank. Dengan demikian,
saat jual beli antara bank dengan nasabah dilakukan, barang
yang dijual adalah barang milik bank. **

4. Harga (tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang;
Selanjutnya bank menjual barang dengan harga jual senilai
harga beli plus keuntungannya.

Sementara itu, syarat murabahah yaitu:
a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang
ditetapkan;
c. Kontrak harus bebas riba;
d. penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat
atas barang sesudah pembelian;

10 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan. Hal 113-
115

! Rizal Yaya,dkk. Akuntansi Perbankan Syariah cetakan ke 2, (Jakarta:
Salemba Empat, 2016) Hal 160.
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e. penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan pembelian, misalnya, jika pembelian dilakukan
secara utang. Jadi, disini terlihat adanya unsur keterbukaan.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi,
pembeli memiliki pilihan:

a. melanjutkan pembelian seperti apa adanya,

b. kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas

barang yang dijual.

c. membatalkan kontrak.

Jual beli murabahah diatas hanya untuk barang atau produk
yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan
berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang
digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian. Hal ini
dinamakan demikian karena sipenjual semata-mata mengadakan barang
untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya..*?

Secara bahasa kata al-wakalah atau al-wakilah berartial-Tafwid
(menyerahkan, pendelegasian, dan pemberianmandat).

Secara terminologi (syara’) sebagaimana dikemukakan oleh fukaha:

1. Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini:
Menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada
orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya.

2. Hasbi Ash-Shiddiq: Akad penyerahan kekuasaan di mana pada
akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk
bertindak.

12 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.
Hal 118
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Dari dua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakalah
adalah sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk
menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika
masih hidup.

Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan (muwakkil) itu dapat
secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun,
karena satu dan hal lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain
yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika
seorang (muwakkil) itu ialah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan
urusannya itu seperti orang gila atau anak kecil maka tidak sah untuk
mewakilkan kepada orang lain.*®

Dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah, transaksi wakalah
merupakan akad yang sangat pokok. Walaupun keberadaannya kurang
dirasakan, namun bila tidak ada baru terasa betapa pentingnya. Ini
karena transaksi wakalah sering hanya menjadi transaksi pendukung
dan bukan sebagai transaksi utama.**

Landasan Hukum
Al-Qur’an: Al-Kahf ayat (19)

A rws e g Jb \jrw Liiag Q5SS
16 Gy G
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¥ Abdul Rahman Ghazaly, dkk.Figh Muamalat (Jakarta: Prenada Media
Group, 2010). Hal 187

“Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi ke 4 cetakan
ke 2. Hal 84-85
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“Dan demikian kami bangkitkan mereka agar saling bertanya
diantara mereka sendiri, Berkata salah seorang diantara mereka,
“sudah berapa lamakah kamu berada disini?” Mereka menjawab,”
kita sudah berada (disini) satu atau setengah hari,” Berkata (vang lain
lagi),” Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada
(disini), “maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota
dengan membawa uang perakmu ini dan hendaknya ia lihat manakah
makan yang lebih baik, dan hendaklah ia membawa makan itu
untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-
kali menceritakan halmu kepada seseorangpun”.(QS Al-Kahfi
(18):19).®

Dalam perkembangan figih Islam, status wakalah sempat
diperdebatkan: apakah wakalah masuk dalam kategori niabah, yakni
sebatas mewakili, atau kategori wilayah, atau wali? Hingga Kini, dua
pendapat tersebut terus berkembang.

Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah adalah niabah
atau mewakili. Menurut pendapat ini, si wakil tidak dapat
menggantikan seluruh fungsi muwakkil.

Pendapat kedua mengatakan bahwa wakalah adalah wilayah
karena khilafah (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah
kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan
pembayaran secara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara

kredit.®.

!5 Fadhil Abdurrahman Bafadhal, dkk. Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Hal295.
*Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Hal 122-

123
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H. Metode Penelitian
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Mandiri Syariah Kab.

Pandeglang. Bank tersebutterletak di JI. Ahmad Yani. Penulis

memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik

pengumpulan data,sebagai berikut:

a. Teknik kepustakaan (Library Research)
Dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan cara
menelaah buku-buku yangada kaitannya dengan materi
pembahasan, sebagai landasan yang digunakan untuk bahan
perbandingan dan realita yang ada.

b. Wawancara
Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
penanya (penulis) dengan nara sumber (pihak bank) atas
nama Bapak Yohan Hanafiah sebagai kepala pimpinan Bank
Syariah Mandiri Pandeglang

d. Dokumentasi
Penulis melakukan dokumentasi melalui media kamera dan
type record. Karena untuk bukti nyata bahwa penelitian yang

dilakukan apa adanya.

17



3. Tenik Pengolahan Data

a. Metode Deduktif
Yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah
atau peneliti yang bersifat umum untuk kemudian ditarik
dalam kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif
Yaitu suatu metode penelitian dimana penelitian
mengumpulkan data dengan cara berinteraksi langsung
dengan narasumber peneliti.

4. Teknik Penulisan

a. Penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang
diterbitkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2018

b. Dalam penulisan skripsi menggunakan ejaan yang
disempurnakan (EYD).

c. Penulisan ayat-ayat dan terjemah yang dikutip dari Al-
Qur’an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik
Indonesia.

d. Penulisan Hadits ini diambil dari kitab aslinya apabila sulit
menemukannya maka mengambil dari buku atau kitab-kitab

yang memuat hadist tersebut.
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I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun proposal ini,
maka penulis bagi lima bab dan beberapa suku bab yaitu sebagai
berikut:

Bab |  Pendahuluan meliputi, Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran,
Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Il Kondisi Objektif Bank Mandiri Syariah Pandeglang
meliputi, Sejarah Bank Mandiri Syariah Pandeglang, Letak Geografis
Bank Mandiri Syariah Pandeglang, dan Produk-Produk Bank Syariah.

Bab 11 Tinjauan Teoritis Pembiayaan, Murabahah dan Wakalah
Menurut Hukum Islam meliputi, Pengertian Pembiayaan, Fungsi
Pembiayaan, dan Tujuan Pembiayaan, Pengertian dan Landasan
Hukum Murabahah, Rukun dan Syarat Murabahah, Ketentuan umum
murabahah, Pengertian dan Landasan Hukum Wakalah, Rukun dan
Syarat Wakalah.

Bab IV Pembiayaan Murabahah di Bank Mandiri Syariah
Pandeglang meliputi, Pelaksanaan Murabahah di Bank Mandiri Syariah
Pandeglang, Analisis Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dalam
Satu Transaksi

Bab V Penutup, berisi kesimpulan, dan saran-saran
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BAB Il
KONDISI OBYEKTIF BANK SYARIAH MANDIRI
PANDEGLANG

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri Pandeglang

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan
dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah
Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan
hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998.
Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997,
yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik
nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat
hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali
dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang
didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.
Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan
merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB)
yang dimiliki oleh yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank
Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak Krisis.
BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya
merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor lain.*’

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan

(merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank

' http://www.syariahmandiri.co.id Di akses Pada Tanggal 26 Maret 2019
Pukul 16:35 WIB.
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Exim, PT Bank Mandiri (Persero) menjadi satu bank bernama PT Bank
Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan
tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri
melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan
Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini  bertujuan untuk
mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan
Bank Mandiri, sebagai respon atas berlakunya UU No. 10 tahun 1998,
yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah
(dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa
pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk
melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Syariah segera
mempersiapkan sistem dan infrastukturnya, sehingga kegiatan usaha
BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi
berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri,
sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23
tanggal 8 september 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi
bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui
SK Gubernur Bl No. 1/24/KEP.BI1/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya,
melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.
1/1/KEP.DSG/ 1999, Bl menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank
Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut,
PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin
tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.
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Bank Syariah Mandiri Pandeglang berdiri pada tahun 2004 yang
masih menjadi (kantor kas pandeglang), Bank Syariah Mandiri
pandeglang hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu
memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi
kegiatan operasionalnya.

Bank Syariah Mandiri Pandeglang juga merupakan bank yang
mewujudkan suatu perkembangan ekonomi bersama masyarakat yang
berlandaskan syariah dan juga berorientasi mencari laba untuk anggota
dan lingkungan dalam perusahaan.

Seiring berjalannya waktu, Bank Syariah Mandiri Pandeglang
naik kelas menjadi kantor cabang pembantu pandeglang yang siap

melayani nasabah.'®

B. Visi Misi Bank Syariah Mandiri Pandeglang

1. VISI
“Bank Syariah Terdepan dan Modern”
2. MISI

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata
industri yang berkesinambungan.

b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis
teknologi yang melampaui harapan nasabah.

c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran
pembiayaan pada segmen ritel.

d. Mengembangkan bisinis atas dasar nilai-nilai syariah

universal.

'8 http://www.syariahmandiri.co.id Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2019,
Pukul 16:35 WIB.
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e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja
yang sehat.
f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan

lingkung.

C. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Pandeglang
1. Deposit Syariah
Deposit syariah adalah investasi berjangka dengan menerapkan
prinsip syariah. Jenis investasi ini ditujukan kepada nasabah perorangan
atau perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah, cara
perhitungan keuntungan yang didapat oleh nasabah akan dilakukan
dengan cara nisbah atau bagi hasil. Dalam deposito syariah, nasabah
berperan sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank sebagai
mudharib atau pengelola dana.
a. Persyaratan Pengajuan Aplikasi Deposito Syariah
1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
deposito.
2) Menunjukkan asli bukti identitas diri
(KTP/SIM/Paspor) untuk pribadi.
3) Atau menyerahkan fotokopi bukti Identitas/legalitas
badan usaha/hukum  (bukti legalitas) untuk
perusahaan.

4) Melakukan setoran untuk pembukaan rekening.
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b. Manfaat deposito syariah:
1) Dana Dijamin Aman
Seperti yang telah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS),
layaknya deposito pada umumnya, dana nasabah akan dijamin oleh
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Keselamatan uang nasabah akan dijamin oleh LPS apabila terjadi
kebangkrutan bank. Jadi nasabah tidak akan kehilangan uang tersebut.
2) Hitungan Keuntungan Sesuai Keinginan Nasabah
Cara perhitungan keuntungan dalam deposito syariah adalah
dengan sistem nisbah atau bagi hasil, berbeda dengan deposito
konvensional yang keuntungannya dihitung berdasarkan besaran suku
bunga yang berlaku. Keuntungan yang bisa nasabah dapatkan dari
deposito syariah bisa jadi sangat besar dan juga bisa merugi tergantung
dari bagaimana bank memutar uang nasabah. Namun, pembagian
hasilnya dapat nasabah atur sendiri melalui akad yang telah nasabah
buat bersama dengan bank pada saat awal pendaftaran deposito. Jadi
perhitungannya lebih jelas dan sesuai dengan yang nasabah inginkan.
3) Prosesnya Pasti Halal
Nasabah tidak perlu menghawatirkan bagaimana cara bank
memutar uang nasabah dan halal atau tidaknya ung keuntungan itu
karena sesuai dengan namanya, bank akan memutarkan dana depsito
nasabah dengan hukum syariah.
4) Bisa Dijadikan Jaminan Pembiayaan
Deposito syariah dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
Layaknya surat berharga, deposito syariah juga dapat dijadikan jaminan

saat nasabah membutuhkan dana untuk pembiayaan sesuatu.
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2. E-Banking

E-Banking adalah kegiatan yang melakukan transaksi,
pembayaran, dan transaksi lainnya melaui internet dengan website
milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. E-Banking yang juga
dikenal dengan istilah internet banking ini dapat didefinisikan sebagai
jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui
elektronik, saluran kamunikasi interaktif. E-Banking meliputi system
yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk
mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis atau mendapatkan
informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik,
termasuk internet.

Adanya E-Banking ini adalah hasil dari perkembangan
teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh bank untuk menjawab
keinginan nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat, aman,
nyaman murah dan tersedi setiap saat (24 jam/7 hari/minggu) dan dapat
diakses dari mana saja baik itu dari HP, computer, laptop/note book,

PDA, dan sebagainya.

a. Macam-macam E-Banking

Berikut adalah macam-macam produk E-Banking yang sudah
diterapkan di Bank yang ada di Indonesia.

1) Internet Banking

Internet Banking merupakan layanan terbaru e-banking yang
memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan
menggunakan komputer/PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat
dilakukan sama dengan Phone Banking yaitu informasi jasa/produk

bank, informasi saldo rekening, transaksi peindah bukuan antar
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rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit listrik dan telepon), pembelian
(a. I voucher dan tiket) dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari
saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan
informasi secara lengkap tertampang di layar komputer/ PC atau PDA.
2) Sms Banking
SMS banking merupakan sebuah layanan yang pada dasarnya
evolusi lebih lanjut dari phone banking, yang memungkinkan nasabah
untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang
dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahbukuan antar
rekening, pembayaran (a. | kartu kredit, listrik, dan telepon), dan
pembelian voucher.
3) Phone Banking
Phone Banking merupakan sebuah layanan yang
memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksidengan bank via
telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun
seiring dengan makin populernya telepon genggam/hp, maka tersedia
pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun

nasabah berada.

4) ATM (automated teller machine)

Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri
merupakan saluran e-banking paling popular yang kita kenal. Setiap
kita pasti mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM.
Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan
melakukan penarik tunai.

Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang

memungkinkan untuk melakukan pemindahbukuan antar rekening,
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pembayaran (a. | kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (a. I.
voucher dan tiket), dan yang terkini transfer ke bank lain (dalam satu
switching jaringan ATM).
b. Jenis-jenis Transaksi E-Banking
Transaksi yang dapat anda lakukan melalui internet banking
atau e-banking di antaranya adalah:
1) Pengecekan Saldo
2) Transfer Uang
3) Pembayaran tagihan
4) Informasi rekening
5) Pemindahbukuan

6) Pembelian pulsa dan pembelian lainnya*®

3. Tabungan Mabrur

Tabungan mabrur adalah tabungan khusus yang digunakan
untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh, tabungan
mambur saat ini hanya menggunakan dalam mata uang rupiah. Jadi
sesuai dengan tujuan dibukanya tabungan ini, tabungan ini hanya bisa
digunakan untuk tujuan ibadah haji ataupun umroh sesuai dengan akad
pas awal pembukaan tabungan itu.

Akad yang digunakan untuk Tabungan mabrur ini adalah akad
Mudharabah Al Muthlagah. Akad Mudharabah Al Muthlagah yaitu
akad kerjasama antara dua pihak, dimana shahibul maal (nasabah)
menyediakan dana atau modal dan memberikan kewenangan penuh

kepada mudharib (Bank) dalam menentukan jenis dan tempat

' http://www.syariahmandiri.co.id Diakses Pada Tanggal 26 maret 2019,
Pukul 16:40 WIB.
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investasinya, dimana keuntungan dan Kkerugian Dberdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak di muka. Oleh karena itu, karena
tabungan ini khusus untuk ibadah haji ataupun umroh, maka dalam
perjalanannya, tabungan ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu seperti
jenis tabungan yang lain. Akan tetapi tabungan ini bisa ditutup karena
batal atas permintaan nasabah.
a. Persyaratan Tabungan Mabrur yaitu:
1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
2) Melampirkan fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, atau
Paspor.

3) Melampirkan fotokopi NPWP.

4) Setoran awal minimal Rp 100 ribu

5) Biaya penutupan rekening karena batal Rp 25 ribu

6) Saldo minimal buat didaftarkan ke SISKOHAT sebesar Rp

25,5 juta atau sesuai dengan ketentuan Kementrian Agama.
7) Saldo tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi BPIH.%
b. Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur

Sebelum customer service memandu untuk melakukan
pembukaan rekening Tabungan Mabrur, maka customer service akan
memberikan penjelasan mengenai syarat umum pembukaan tabungan
mabrur, misalnya untuk setoran awal, saldo minimum, minimum
jumlah setoran, ketentuan untuk pendaftaran haji dan lain sebagainya
sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembukaan rekening Tabungan

Mabrur tidak jauh beda dengan pembukaan rekening tabungan lainnya.

20 http://www.syariahmandiri.co.id Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2019,
Pukul 16:45 WIB.
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Untuk lebih jelasnya, berikut adalah sedikit pemaparan tentang

pembukaan rekening Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri.

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

Nasabah mendatangi Bank membawa persyaratan.
Nasabah membuka Tabungan Mabrur didampingi oleh
Customer Service.

Customer service memeriksa kelengkapan data nasabah
dan membuatkan Tabungan Mabrur.

Customer service mencatat nomor rekening CIF nasabah.
Customer service menempelkan signatur Bank kebuku
tabungan.

Semua berkas nasabah diberikan kepada BOSM untuk
mendapatkan pengesahan.

Customer service mengambil berkas dan memberikan

buku tabungan kepada nasabah.

c. Manfaat dari Tabungan Mabrur:

1)
2)

Aman dan terjamin
Online dengan SISKOHAT Kementrian Agama untuk
kemudahan pendaftaran haji.?*

21 http://www.syariahmandiri.co.id Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2019,

Pukul 16:50 WIB.
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BAB Il
TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN,
MURABAHAH, DAN WAKALAH

A. Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya
aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman
dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam
bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah,
penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara,
komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat
wadiah Bank Indonesia.??

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Fungsi Pembiayaan
Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank
syariah kepada masyarakat penerima di antaranya:
a. Meningkatkan daya guna uang
Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro,

tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu

2 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2015). Hal. 314.
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ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan
produktivitas.
Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas
atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi,
perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun melalui
usaha baru. Pada asasnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha
peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari
para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-
usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun
kemanfaatan bagi masyarakat.
b. Meningkatkan daya guna barang

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat
memprodusir bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari
bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi
kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng, peningkatan
utility dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

2). Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat
memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke
tempat yang lebih bermanfaat.
Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke
daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya
meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut
tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh
karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa

pembiayaan.
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c. Meningkatkan peredaran uang
Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran
pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan
sejenisnya seperti cek, bliyet giro, wesel, promes, dan sebagainya.
Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih
berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan
berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif
apalagi secara kuantitatif.
d. Menimbulkan kegairahan berusaha
Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan
ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Tujuan pembiayaan
Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah.
Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait
dengan stakeholder, yakni:
a. Pemilik
Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan
akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank
tersebut.
b. Pegawai
Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan
dari bank yang dikelolanya.
c. Masyarakat
1). Pemilik dana
Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana

yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
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2). Debitur yang bersangkutan
Para debitur, dengn penyediaan dana baginya, mereka
terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif)
atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya
(pembiayaan konsumtif).
3). Masyarakat umumnya-konsumen
Mereka dapat ~memperoleh barang-barang yang
dibutuhkannya.
d. Pemerintah
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam
pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan diperoleh pajak
(berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan
juga perusahaan-perusahaan).
e. Bank
Bagi bank yang Dbersangkutan, hasil dari penyaluran
pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan
usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga

semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.*

B. Murabahah
1. Pengertian dan Landasan Hukum Murabahah
Di dalam literatur figih muamalat, khususnya pada pembahasan
jual beli, terdapat empat konsep yang berhubungan dengan keuntungan
yang diterima oleh penjual. Keempat konsep ini dikategorikan sebagai
ragam jual beli berdasarkan harga, yaitu: pertama Al-wadhi’at, yaitu

penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang lebih murah

2 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah. Hal 303-304
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dari harga pembelian; kedua, al-tauliyat, yaitu penjual menjual barang
kepada pembeli dengan harga yang sama dengan harga pembelian;
ketiga, al-musawwamat yaitu penjualan yang harga jualnya menurut
kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa melihat harga pokok
pembelian; dan keempat, al-murabahah.

Al-murabahah berasal dari kata Bahasa Arab al-ribh
(keuntungan) ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata)
mufa’alat yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa
ia berarti saling memberi keuntungan. Secara terminologi, ia diartikan
dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Ahmad al-Syaisy al-
Qaffal mengatakan, al-murabahah ialah tambahan terhadap modal.
Bagi al-Sayid Sabig, murabahah ialah penjualan barang seharga
pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli.**

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna
tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah,
konsep murabahah terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-
beda menurut pendapat ulama.; di antaranya, menurut utsmani
murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan
penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya
yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok
pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam
harga jual.

Pendapat lain dikemukakan oleh  Al-Kasani, murabahah
mencerminkan transaksi jual beli; harga jual merupakan akumulasi dari

biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek

24Atang Abd Hakim, Figih Perbankan Syariah (Bandung: PT Refika Aditama,
2011). Hal 225-226.

34



transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan
tertentu yang diinginkan penjual (margin) harga beli dan jumlah
keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya, pembeli
diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang
diinginkan.

Murabahah  menekankan adanya pembelian komoditas
berdasarkan permintaan konsumen, dan proses penjualan kepada
konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi daribiaya beli
dan tambahan profit yang diinginkan.

Murabahah berbeda dengan jual beli biasa (musawwamah).
Dalam jual beli musawwamah terdapat proses tawar-menawar antara
penjual dan pembeli untuk menetukan harga jual, penjualan juga tidak
menyebutkan harga beli dan margin yang diinginkan harus dijelaskan
kepada pembeli.”®

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana
penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli
kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan
keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad
murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas
harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dan harga jual

barang disebut dengan margin keuntungan.?

2% |smail Nawawi, Figih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2017). Hal 160

%% |smail, Perbankan Syariah cet ke 2 (Kencana: Prenada Media Group,
2011). Hal 138.
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Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.?’
Landasan Hukum Murabahah

Dasar hukum murabahah dalam Al-Qur’an tidak membuat
acuan langsung berkenaan murabahah, walaupun ada beberapa acuan
didalamnya untuk menjual, keutungan, kerugian dan perdagangan.
Demikian juga, nampaknya tidak ada hadist yang memiliki acuan
langsung kepada murabahah. Para ulama awal seperti Malik dan Syafi’i
yang secara khusus menyatakan bahwa penjualan murabahah berlaku,
tidak menyebutkan referensi hadist yang jelas.

Dalam kalangan buku figih muamalah karangan Ismail Nawawi
menjelaskan landasan hukum jual beli murabahah merupakan akad jual
beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang
terdapat dalam Al-Qur’an, hadist atau ijma Ulama, di antara dalil yang
membolehkan praktik akad jual beli murabahah adalah firman Allah
Surat Al-Bagarah ayat 275:

5l 3 2l AT 3o

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
(QS Al-Bagarah: 275).%8

2" Basaria Nainggolan, Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Rajawali
Pers 2016). Hal 140.

?® Fadhil Abdurrahman Bafadhal, dkk. Al-Qur’an dan Terjemahannya.
(Bandung: Diponegoro, 2013). Hal 47.
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Dalam Surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT, berfirman:

-
25 _-
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara
kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa: 29).%

Dalam hadist disebutkan riwayat dari Abu Said Al-Khudri

bahwa Rasulullah bersabda:

-

N ]

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.
(HR. Al-Baihagi dan Ibnu Majah).
2. Rukun dan Syarat Murabahah
a. Rukun murabahah yaitu:
1) Ba’i = Penjual (pihak yang memiliki barang).
2) Musytari = Pembeli (pihak yang akan membeli
barang).
3) Mabi’ = Barang yang akan diperjualbelikan
4) Tsaman = harga, dan
5) ljab Qabul = pernyataan timbang terima.*
b. Syarat Murabahah yaitu:

1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.

*Fadhil Abdurrahman Bafadhal, dkk. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Hal 83.
**0smad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah (Yogyakarta: Graha limu,
2012). Hal 59-60.
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2)

3)
4)

5)

Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang
ditetapkan.

Kontrak harus bebas dari riba.

Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila
terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

Penjual harus menyampaikan semua hal yang
berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian

dilakukan secara utang.*

3. Ketentuan Umum Murabahah

a. Ketentuan umum dalam bank syariah adalah sebagai
berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah
yang bebas riba.

Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh
syariah Islam.

Bank membiayai sebagian atau seluruh harga
pembelian  barang yang telah  disepakati
kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas
nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan
bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan pembelian, misalnya jika pembelian
dilakukan secara utang.

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada

nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus

3 Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Hal 102.
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7)

8)

9)

keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada
nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah
disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang
telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau
kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat
mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara

prinsip, menjadi milik bank.

e. Ketentuan murabahah kepada nasabah

1)

2)

3)

Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian
pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, | harus
membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara
sah dengan pedagang.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada
nasabah dan nasabah harus menerima atau
membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut
mengikat kemudian kedua belah pihak harus membut

kontrak jual beli.
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4)

5)

6)

7)

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah
untuk membayar uang muka saat menandatangani
kesepakatan awal pemesanan.

Jika nasabah kemudian menolak membeli barang

tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka

tersebut.

Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus

ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali

sisa kerugiannya kepada nasabah.

Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai

alternatif dari uang muka:

a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang
tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi
milik bank maksimal sebesar kerugian yang
ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut
dan jika uang muka tidak mecukupi, nasabah

wajib melunasi kekurangannya.*

Jaminan dalam Murabahah

Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang
mutlak dipenuhi dalam ba’i al-murabahah, demikian juga murabahah
KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak
main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank)
dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (rahn)

untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang

32Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2012). Hal.
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dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk
pembayaran utang.

g. Hutang dalam Murabahah

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi
murabahah KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut.
Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan
keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan
utangnya kepada si pembeli.

Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa
angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh
angsurannya. Seandainya penjualan asset tersebut merugi, contohnya
kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus
menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena
transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah
merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad al-murabahah
pertama dengan baik.

h. Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis
dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam al-murabahah ini. Bila
seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat
mengambil tindakan, mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan
kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat
penundaan.

Rasulullah SAW, pernah mengingatkan pengutang yang mampu

tetapi lalai dalam satu hadistnya:
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“Musaddad menyampaikan bahwa kepada kami dari Abdul
A’la dari ma’mar dari Hammam Bin Munabbih, saudara Wahb bin
Munabbih, yang mendengar dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah
bersabda:Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang
kaya tanpa udzur merupakan sebuah kedzaliman.”(HR Bukharz)33

i. Bangkrut dalam murabahah

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal
menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara
ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus
menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau
berdasarkan kesepakatan.®*
Allah SWT telah berfirman,

@550 QI ELS 5708 )5 08 ol
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah

tangguh sampai dia berkelapangan (QS Al-Bagarah: 280). *°

3 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ensiklopedia Hadist
1;Shahih al-Bukhari 1, (Jakarta: Almahira, 2011). Hal. 537

** Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. (Depok:
Gema Insani, 2015). Hal 105-106

%> Fadhil Abdurrahman Bafadhal, dkk. A/-Qur’an dan Terjemahannya. Hal
47.

42



C. Wakalah
1. Pengertian Wakalah dan Landasan Hukum Wakalah

Wakalah atau wikalah merupakan ishim masdhar yang secara
etimologis bermakna taukil, yaitu menyerahkan/mewakilkan dan
menjaga.

Adapun wakalah secara terminologis adalah mewakilkan yang
dilakukan orang yang punya hak tasharruf kepada orang yang juga
memiliki hak tasharruf tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.*

Pemberian kuasa (wakalah) secara umum dapat didefinisikan
sebagai suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau
menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang
lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut
menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi
kuasa.

Latar belakang mengapa dewasa ini, banyak orang yang
mewakilkan urusannya kepada orang lain, adalah karena berbagai
macam alasan. Ada yang karena tidak ada waktu untuk melaksanakan
urusannya sendiri, atau karena memang seseorang tersebut tidak
memiliki kemampuan teknis dalam mengurus suatu masalah.

Pemberian kuasa ini tentu saja ada yang sifatnya sukarela, pun
ada yang sifatnya profit, dengan pemberian semacam upah / fee kepada
pihak yang menerima kuasa. Namun dalam praktik biasanya pemberian
kuasa dilaksanakan dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan

sebaliknya. ¥

*® Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedia Figih Muamalah
(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017). Hal 251.
% Basaria Nainggolan, Perbankan Syariah di Indonesia. Hal 163.
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Berwakil ialah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada yang
lain, agar dikerjakannya (wakil) semasa hidupnya (yang berwakil). *
Landasan Hukum Wakalah:
Al-Qur’an

Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah adalah firman Allah
SWT berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi.

-3 )
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“Dan demikianlah kaml bangunkan mereka, agar di antara
mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata.”
Sudah berapa lama kamu berada di sini?” Mereka menjawab, kita
berada di sini sehari atau setengah hari.” Berkata yang lain lagi,
Tuhan-mu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka
suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa
uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang
lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan
hendaklah dia berlaku lemah lembut jangan sekali-kali menceritakan
halmu kepada siapapun. (QS Al-Kahf:19).*

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang ash-habul
kahfiyang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil

mereka dalam memilih dan membeli makanan.

*% Sulaiman Rasjid, Figih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012). Hal
320.

3% Fadhil Abdurrahman Bafadhal, dkk. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Hal
295.
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Ayat lain yang menjadi rujukan al-wakalah adalah kisah tentang

Nabi Yusuf a.s. saat ia berkata kepada raja.
o - [ . - kY E.DE’J v/f 1z ’/ai/f.
“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya

aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” (QS
Yusuf: 55).

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil
dan pengemban amanah menjaga.
Al-Hadist
Banyak hadist yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah,

diantaranya:
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“Bahwasannya Rasulullah SAW mewakllkan kepada
Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini
Maimunah binti-Harist.”

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan
kepada orng lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar
utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan

pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.
Ijma

Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah.

Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan
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bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’‘awun atau tolong menolong atas
dasar kebaikan dan takwa. Tolong menolong diserukan oleh Al-Qur’an
dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW.*°

Allah berfirman,
R T IO (G I PIPERN PRryPE Pt SRVt P I PP
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“Dan, tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam
(mengerjakan) dosa dan permusuhan (QS Al-Maidah:2).

Rasulullah SAW bersabda,

w-\uj.o ,\:;J\u\fumwjp ﬁ»

“Dan, Allah menolong hamba selama hamba menolong
saudaranya.” (HR. Ibnu Majah).**

Dalam perkembangan figih Islam, status wakalah sempat
diperdebatkan: apakah wakalah masuk dalam kategori niabah, yakni
sebatas mewakili, atau kategori wilayah atau wali? Hingga Kini, dua
pendapat tersebut terus berkembang.

Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah adalah niabah
atau mewakili. Menurut pendapat ini, si wakil tidak dapat
menggantikan seluruh fungsi muwakkil.

Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wilayah
karena khilafah (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah

* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Hal 121-
122

** Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibnu Majah, Ensiklopedia
Hadits 8 Sunan Ibnu Majah. Hal 42

46



kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan
pembayaran secara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara
kredit.*

2. Rukun dan Syarat Wakalah

Sama seperti akad yang lain, pada akad wakalah ini agar sah
dan mempunyai akibat hukum maka harus memenuhi rukun dan
syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang mutlak ada pada suatu akad.
Dalam kontek akad wakalah, yang menjadi rukun adalah adanya ijab
Kabul.

Dalam wakalah tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan
tetapi sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu. Oleh
karena itu ijab kabul dapat dilakukan secara lisan, maupun secara
tertulis.®

a. Rukun wakalah:

1) Ada yang berwakil dan wakil. Keduanya hendaklah
memang sah mengerjakan pekerjaan itu dengan
sendirinya (untuk setiap pekerjaan yang boleh
dikerjakannya sendiri, dia boleh berwakil untuk
mengerjakanya, dan dia boleh menjadi wakil pada
pekerjaan lain). Oleh karenanya, anak kecil atau
orang gila tidak sah berwakil dan tidak sah juga

menjadi wakil.

*> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Hal 122-
123
* Basaria Nainggolan, Perbankan Syariah di Indonesia. Hal 166.
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2) Ada pekerjaan yang diserahkan. Syaratnya:

a)

b)

d)

Pekerjaan itu boleh digantikan oleh orang lain.
Karena itu, tidak sah berwakil untuk
mengerjakan ibadah.

Pekerjaan itu telah menjadi kepunyaan yang
berwakil sewaktu dia berwakil. Oleh sebab itu,
tidak sah berwakil menjual barang yang belum
dimilikinya.

Pekerjaan itu diketahui.

Lafadz. Keadaan lafadz hendaklah kalimat yang
menunjukkan ridha yang berwakil, misalnya
orang yang berwakil itu berkata,”Saya wakilkan
atau saya serahkan kepada engkau untuk
mengerjakan pekerjaan ini.” Tidak disyaratkan
lafadz Kabul (jawab) karena berwakil termasuk
hukum  memperbolehkan  sesuatu,  seperti
memperbolehkan memakan makanan kepada

orang yang hendak makan makanan itu.

Yang menjadi wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang
lain, kecuali dengan izin dari yang berwakil atau karena terpaksa,
umpamanya pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga tak
dapat dikerjakan sendiri oleh wakil, maka dia boleh berwakil untuk
mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan.

b. Syarat wakalah:

1) Orang yang mewakilkan adalah orang yang sah

menurut hukum.
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2) Pekerjaan yang diwakilkan harus jelas. Tidak boleh
mewakilkan pekerjaan kepada orang lain yang tidak
jelas.

3) Tidak boleh mewakilkan dalam hal ibadah karena
ibadah menuntut dikerjakan secara badaniyyah dan
dilakukan sendiri (seperti shalat, puasa, dan membaca

ayat Al-Qur’an).
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BAB IV
PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BANK MANDIRI SYARIAH PANDEGLANG

A. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di aBank Mandiri
Syariah Pandeglang

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas
melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang
oleh Allah berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Sebagai upaya mewujudkan kemashlahatan dalam kehidupan
ekonomi, perlu dikembangkan beberapa instrument ekonomi, salah
satu instrument penting saat ini adalah Lembaga Keuangan Syariah
(Islamic finance institutotions). Pengelolaan Lembaga Keuangan
Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah bagi umat Islam
merupakan bagian dari pengabdian (ibadah) dalam arti luas.
Lembaga Keuangan Syariah yang dijalankan sesuai syariah
merupakan aplikasi dari cerminan keimanan dalam tataran
kehidupan manusia yang dipantulkan dari norma-norma dan
ketentuan syariah.

Berdasarkan prinsip muamalah maka ketentuan-ketentuan
Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku di Indonesia dinyatakan
sesuai syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
Artinya, banyak hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuali
dengan syariah/hukum Islam.*

* Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal. 152
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Bank termasuk pada Lembaga Keuangan, Lembaga
Keuangan terbagi menjadi dua, Lembaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan Bank yaitu
bank syariah sendiri, dan Lembaga Keuangan Non Bank yaitu
asuransi, dana pensiun, leasing dll.

Lembaga Keuangan yaitu suatu institusi atau badan usaha
yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun aset
dalam bentuk dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut
untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan
dengan mendapatkan keuntungan atau margin dengan persentase
tertentu dari dana yang disalurkan tersebut.

Fungsi Lembaga Keuangan vyaitu intermediasi (menyerap
dana yang kelebihan) orang-orang yang kelebihan dana dari
perusahaan kemudian menyalurkan kepada pembiayaan atau kredit,
dipembiayaan kredit inilah yang kemudian ada perbedaan tritmen,
jika di Bank Syariah yaitu disebut dengan pembiayaan sedangkan di
Bank Konvensional yaitu disebut dengan kredit.

Tatacara pelaksanaannya jika di Bank Konvensional yaitu
Bank meminjamkan wuang, dan iven peruntukkannya tidak
menjadikan jenis perjanjian. Berbeda halnya pada Bank Syariah,
yaitu underline transaction (dasar peruntukan uang yang dipinjam
oleh nasabah yang akan menjadi dasar akadnya tersebut). Jadi ketika
nasabah ingin meminjam uang di perbankan syariah ditanya terlebih
dahulu peruntukannya untuk apa, ketika untuk A berarti akadnya A,
dan jika untuk B berarti akadnya B.

Produk pembiayaan murabahah yang dikembangkan di Bank
Mandiri Syariah Pandeglang merupakan sebuah inovasi produk di
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perbankan syariah yang dapat meningkatkan variasi produk bank
syariah terhadap layanan yang diberikan untuk nasabah. Manfaat
produk yang diberikan sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
dengan memberikan kemudahan nasabah dalam memiliki barang
konsumtif/produktif yang dibutuhkan.*®

Kegiatan usaha perbankan syariah dalam melakukan
penyaluran dana kepada nasabah melalui prinsip jual beli (bai’) yang
didasarkan pada akad antara lain murabahah. Apabila transaksi bai’
al-murabahah dilakukan maka terjadi peralihan atau perpindahan
kepemilikan hak atas suatu barang atau benda dari bank (selanjutnya
disebut bai’) kepada nasabah (selanjutnya disebut muytari).

Menurut fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa
murabahah didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang
dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Bai’ wajib
menyediakan barang musytari dalam akad pembiayaan murabahah,
apabila bai’ tidak memiliki barang yang dibutuhkan musytari maka
bai’ dapat melakukan murabahah dengan pesanan, vyaitu
membelikan dulu barang kebutuhan musytari dari toko atau supplier
kemudian menjualnya kembali pada musytari dengan mengambil
keuntungan dari harga pokok ditambah dengan margin yang didapat
dari selisih penjualan barang tersebut.

Di dalam murabahah harus ada penjual dan pembeli,

idealnya memang si penyedia barang tersebut yaitu Bank (penjual),

*> Wawancara Pribadi dengan Bapak Yohan Hanafiyah Kepala Pimpinan
Bank Mandiri Syariah Cabang Pandeglang, wawancara dengan penulis di kantornya,
Tanggal 06 Maret 2019, Pukul 08:30 WIB.
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cuma permasalahannya jika Bank menjadi penjual berarti bank
tersebut harus membeli terlebih dahulu aset yang dibutuhkan oleh
nasabah. Jika memang terjadi seperti itu, otomatis jika bank
memakai sistem hukum Indonesia maka akan berakibat pada biaya,
karena setiap peralihan hak di Indonesia itu terkena pajak.

Misal si A ingin membeli rumah kepada bank, maka si A
harus membayar BPHTB BPN jual beli dominannya 5% dan 2,5%,
bank membeli lagi kepada pihak ketiga (developer), maka bank
terkena biaya 75%, lalu bank menjual kepada nasabah, nasabah
tersebut terkena biaya 75%, maka masing-masing dari keduanya
terkena biaya 15%, di lapangan otomatis tidak akan terjual, makanya
bank memberikan kuasa (wakalah) kepada pihak nasabah untuk
membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Penjual
boleh mengambil keuntungan sebesar apapun selama di sepakati
bersama.

Keunggulan dalam pembiayaan murabahah dalam konteks
bank: karena bank seringkali tidak memiliki barang kebutuhan
musytari dan juga tidak memesankan barang kebutuhan kepada
toko/supplier, bai’ justru melimpahkan kuasa pembelian barang
kepada musytari dengan menggunakan akad wakalah.

Kelemahan dalam pembiayaan murabahah: kebanyakan
masyarakat di luar sana tidak mengetahui secara jelas apa itu Bank
Syariah, dalam konteks produk terkait dengan pembiayaan
murabahah menjadi tidak menarik perhatian para nasabah.

Dalam hukum Indonesia, angunan tersebut dapat berupa hak-
hak jaminan atas barang seperti hak tanggungan, hipotik, gadai dan
fidusia.
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Dalam KUHperdata jaminan terbagi menjadi dua, yaitu
jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah segala
sesuatu yang dimiliki oleh yang berhutang menjadi jaminannya, itu
diakui dalam UU KUHperdata.

Jaminan khusus dalam KUHperdata terbagi menjadi dua
yaitu gadai dan hipotik. Gadai adalah hak yang diperoleh kreditor
atas suatu barang yang bergerak yang diberikan kepadanya oleh
debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang.
Sedangkan hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak
bergerak untuk mengambil pergantian daripadanya bagi perlunasan
suatu perutangan.

Berdasarkan ketentuan KUHperdata, jaminan yang berupa
penjaminan/penanggungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal
1820 sampai dengan 1850 KUH perdata. Dalam praktik perbankan
biasanya bank akan mengikat barang yang diperjualbelikan sebagai
angunan bagi pelunasan kewajiban nasabah. Dalam istilah
perbankan, angunan yang berupa barang yang dibiayai dinamakan
dengan angunan pokok.*®

DSN-MUI dalam Fatwanya No0.04/DSN-MUI/1V/2000
tentang murabahah membolehkan bank meminta jaminan kepada
nasabah yang dibiayai. Isi fatwa tersebut sebagai berikut: Jaminan
dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan
pesanannya. " Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan

jaminan yang dapat dipegang. Berdasarkan fatwa tersebut dapat

*® Wawancara Pribadi dengan Bapak Yohan Hanafiyah Kepala Pimpinan
Bank Mandiri Syariah Cabang Pandeglang, wawancara dengan penulis di kantornya,
Tanggal 06 Maret 2019 Pukul 08:30 WIB.

*” Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000
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dipahami bahwa dibolehkannya bank meminta jaminan kepada
nasabah untuk melindungi atau menjamin hak-hak agar tidak
dilanggar dan menghindari memakan harta orang lain dengan cara
tidak benar.

Akad pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan cara

angsuran/cicilan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.*

B. Analisis Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dalam Satu
Transaksi Menurut Hukum Islam
Al-murabahah berasal dari kata Bahasa Arab al-ribh
(keuntungan). la dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata)
mufa’alat yang mengandung arti saling.*® Murabahah adalah suatu
pembiayaan yang termasuk dalam kategori jual beli dengan harga
pokok ditambah keuntungan. Hal yang paling esensial dari
murabahah jika dibandingkan dengan berbagai kontrak lain adalah
dibenarkannya mengambil keuntungan yang dilakukan dengan
pernyataan yang jelas. Ini adalah jual beli yang adil dan transparan
yang dapat dengan mudah dilakukan dalam perbankan syariah.
Meskipun tidak didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist, namun
dalam kajian figih murabahah ini dapat dibenarkan.
Dalam perkembangannya, bank syariah mempraktikan
murabahah yang sudah dimodifikasi yaitu murabahah dengan kuasa
membeli. Transaksi tersebut bertujuan untuk menghindari larangan

riba yang diharamkan oleh syariat.

*® Wawancara Pribadi dengan Bapak Yohan Hanafiyah Kepala Pimpinan

Bank Mandiri Syariah Cabang Pandeglang, wawancara dengan penulis di kantornya,
Tanggal 06 Maret 2019, Pukul 08:30 WIB.
9 Atang Abd Hakim, Figih Perbankan Syariah, Hal 225
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Bank-bank Islam yang ada pada zaman sekarang ini
mempraktikan transaksi tertentu yang disebut jual beli murabahah
dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang sebagai
alternatif bagi transaksi-transaksi riba yang dijalankan oleh bank-
bank konvensional. Pada saat akad murabahah dipraktikkan di bank
syariah, akad murabahah tidak lagi merupakan akad yang berdiri
sendiri. Pada umumnya, akad murabahah digandengkan secara
pararel dengan janji (al-wa’d) pemberian kuasa ( akad wakalah).
Penggandengan akad ini dalam literature disebut ‘agd a/-murabahah
li ar-amir bil al-syira’ yang secara harfiah berarti akad murabahah
yang disertai dengan perintah untuk membeli.*

Dalam akad murabahah dengan kuasa membeli, pihak penerima
kuasa (wakil) menjalankan kewajibannya hingga tuntas. Kewajiban
tersebut mulai dari menerima kuasa, membeli barang, dan lapor
kepada pihak bank selaku pemberi kuasa sambil menyerahkan bukti
pembelian. Secara prinsip barang menjadi milik bank, saat penerima
kuasa lapor pada bank terkait pembelian barang yang menjadi objek
akad. Dengan adanya laporan serta penyerahan bukti pembelian
kepada pemberi kuasa maka akad kuasa membeli berakhir. Dan saat
itulah akad murabahah terjadi. Pihak bank (ba’i) menjual barang
yang telah dikuasai kepada orang yang telah diperintahkan untuk
membeli secara murabahah.

Akad murabahah pada prinsipnya merupakan akad jual beli.
Skema pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara pihak

nasabah memesan pembelian barang kepada bank, lalu bank akan

*® Hasanudin dan Jaih Mubarok, Figih Muamalah Maliyyah: Akad Jual beli
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017). Hal. 224.
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membeli barang atas pesanan nasabah dari pihak supplier untuk
kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin
keuntungan tertentu bagi bank.

Dari skema di atas, maka dapat dilihat dalam suatu transaksi
murabahah terdapat dua hubungan hukum yang terpisah, yaitu
hubungan hukum antara bank dengan pemasok barang dan
hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Transaksi murabahah
merupakan transaksi jual beli, oleh karena itu rukun dan syarat
sebagaimana yang ada dalam transaksi jual beli juga berlaku dalam
transaksi murabahah baik transaksi antara bank dengan pemasok
barang maupun transaksi antara bank dengan nasabah.

Pemberian wakalah dalam pembiayaan murabahah
mempunyai akibat hukum tersendiri, karena pihak bank tidak secara
langsung melakukan pembelian barang dari pemasok. Syarat dalam
suatu transaksi murabahah adalah adanya dua hubungan hukum
yang terpisah dan tidak dapat disatukan dalam satu akad saja, yaitu
hubungan hukum antara pemasok dengan bank, dan hubungan
hukum antara bank dengan nasabah. Syarat ini adalah mutlak
sehingga tidak dapat serta merta pemberian wakalah menghapuskan
hubungan hukum antara bank dengan pemasok. Syarat ini juga telah
dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI tentang murabahah yang
menyatakan” Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas
nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.”"
Dengan demikian pemberian wakalah tidak menjadikan nasabah

membeli barang untuk dan atas nama dirinya sendiri.

> Fatwa DSN-MUI No.04 DSN-MUI/IV/2000

57



Agar tidak menyimpang dari prinsip syariah, maka akad
murabahah dengan akad kuasa membeli terjadinya tidak bersama-
sama. Akad murabahah terjadinya setelah barang secara prinsip
menjadi milik bank. Jadi pihak nasabah harus melaksanakan akad
kuasa membeli dulu sampai selesai baru akad murabahah nya terjadi.
Selesainya akad kuasa membeli ditandai dengan menyampaikan
bukti pembelian kepada pihak bank, yang berarti bank sudah dapat
menjual barang tersebut kepada nasabah. Kondisi tersebut akan
menghindarkan terjadinya gharar dalam murabahah karena obyek
murabahah sudah ada dan sudah dalam penguasaan bank syariah
pada saat akad murabahah diberlakukan.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabahah Pasal 1 ayat (9):"Jika bank
hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang, secara prinsip menjadi milik bank.”®* Dengan kata lain
bahwa pemberian kuasa membeli (wakalah) dari Bank kepada
nasabah atau pihak ketiga harus dilakukan sebelum akad
pembiayaan murabahah terjadi, atau akad pembiayaan murabahah
terjadi setelah selesai dilaksanakannya akad kuasa membeli.

Dalam Hadits:
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>2 Fatwa DSN-MUI No.04 DSN-MUI/IV/2000
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“ Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata:” Rasulullah SAW
melarang dua akad jual beli dalam satu transaksi” (HR. Ahmad dan
Nasa’i)

Akad wakalah termasuk akad berbasis amanah (kepercayaan).
Pemberi kuasa memberi kuasa kepada penerima kuasa (wakil) atas
dasar terpercayanya penerima kuasa. Oleh karena itu, penerima
kuasa wajib menjalankan apa yang menjadi objek wakalah dan tidak
boleh mewakilkan lagi kepada pihak lain.>® Bentuk perwakilan
tersebut diperbolehkan menurut Fatwa DSN-MUI dengan syarat
bahwa akad murabahah baru dilaksanakan setelah barang dibeli dan

secara sah telah menjadi milik bank.

>3 Hasanudin dan Jaih Mubarok, Figih Muamalah Maliyyah: Akad dan jual
beli . Hal. 177
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Syariah
Mandiri  Pandeglang, pembiayaan murabahah yang
dikembangkan di Bank Mandiri Syariah Pandeglang
merupakan sebuah inovasi produk di perbankan syariah
yang dapat meningkatkan variasi produk bank syariah
terhadap layanan yang diberikan untuk nasabah. Manfaat
produk yang diberikan sebagai salah satu bentuk penyaluran
dan dengan memberikan kemudahan nasabah dalam
memiliki barang konsumtif/produktif yang dibutuhkan.

Kegiatan usaha perbankan syariah dalam melakukan
penyaluran dana kepada nasabah melalui prinsip jual beli
(ba’i) yang didasarkan pada akad antara lain murabahah.
Apabila transaksi bai’ al-murabahah dilakukan maka
terjadi peralihan atau pepindahan kepemilikan hak atas
suatu barang atau benda dari bank (selanjutnya disebut
bai’) kepada nasabah (selanjutnya disebut musytari)

2. Akad pembiayaan murabahah dengan kuasa membeli
(wakalah) dibenarkan secara syariah. Keduanya terjadi pada
waktu yang terpisah, sebagaimana akad murabahah terjadi
setelah akad pemberian kuasa selesai. Artinya setelah
penerika kuasa membeli barang untuk dan atas nama Bank,
sehingga secara prinsip sudah dalam kekuasaan pihak bank.
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B. SARAN

1. Diharapkan kepada Bank Mandiri Syariah Pandeglang
sebaiknya dalam penyertaan akad wakalah dalam
pembiayaan murabahah tetap harus memperhatikan
substansi kesyariahan akad pembiayaan murabahah.

2. Sebaiknya jika Bank Mandiri Syariah Pandeglang akan
menggunakan akad wakalah maka diadakan akad wakalah
terlebih dahulu dalam pengadaan barang dengan atas nama
Bank Syariah, kemudian setelah Bank Syariah memiliki
barang dan menjual kembali kepada nasabah baru

dilangsungkan akad pembiayaan murabahah.
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